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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 

NOMOR 23 TAHUN 2009 

TENTANG 

SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TAPIN, 

 
Menimbang : a.  bahwa untuk menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Tapin dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, perlu 
didukung oleh dana yang memadai; 

  b. bahwa partisipasi masyarakat, badan usaha dan lembaga dalam hal 
pembiayaan pembangunan daerah perlu ditampung dalam suatu 
penerimaan yang disebut dengan penerimaan sumbangan dari pihak 
ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tapin; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapin; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat 
II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 

  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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  7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi  dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang 
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin; 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Tapin; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN 

dan 
BUPATI  TAPIN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK 

KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 
2. Bupati adalah Bupati Tapin. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin. 
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4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom lainnya 
sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tapin. 

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan bentuk ataupun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 
yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap 
serta bentuk badan usaha lainnya. 

8. Pihak Ketiga adalah masyarakat baik perorangan, kelompok dan Badan/lembaga 
yang bergerak dalam berbagai bidang Usaha. 

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, 
menerima, dan membayarkan keuangan Daerah. 

10. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara 
sukarela, ikhlas, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik berupa uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang 
maupun barang bergerak atau tidak bergerak. 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
ada di Kabupaten Tapin yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kantor. 

 
BAB II 

BENTUK SUMBANGAN 
Pasal 2 

(1)  Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga. 

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau benda yang 
dapat dinilai dengan uang, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang diberikan 
oleh Pihak Ketiga. 

(3)  Penerimaan sumbangan pihak ketiga yang menyangkut dengan jumlah, bentuk, 
waktu dan cara penyerahan oleh Pihak Ketiga ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
tertulis antara pihak penyumbang dengan Pemerintah Daerah. 

(4) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus sudah bebas dari segala beban dan atau 
tuntutan/kewajiban apapun. 

Pasal 3 

Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang 
bersangkutan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan 
kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB III 
KETENTUAN PELAKSANAAN 

Pasal 4 

(1)  Sesuai dengan sifat, jenis dan peruntukannya, Bupati dapat menunjuk Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menerima sumbangan dimaksud. 

 



�

4 

(2)  Kepala SKPD penerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
melaporkannya kepada Bupati. 

(3) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 5 

(1)  Sumbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk 
kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum. 

(2)  Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga menjadi asset Pemerintah 
Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Pemerintah 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3)  Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah. 

(4)  Sumbangan dalam bentuk barang setelah penyerahan, maka kewajiban pembayaran 
pajaknya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 

(5) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, harus disertai 
dengan nilai barangnya dan langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat 
yang ditunjuk yang akan mencatatnya dalam daftar invetaris Pemerintah Daerah. 

   
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 6 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan 
atau Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin. 
 

Ditetapkan di Rantau 
pada tanggal 19 November 2009 
BUPATI TAPIN, 
 
           Ttd 
 
IDIS NURDIN HALIDI 

Diundangkan di Rantau 
Pada tanggal 19 November 2009 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
 
     Ttd 
 
RAHMADI 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 23 


